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NOMOR 39  TAHUN 2011 SERI C.6

PERATURAN BUPATI CIREBON

 NOMOR 39 TAHUN 2011
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON 

NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang
: 
a.
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, perlu ditindaklanjuti dengan pembuatan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;


b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, petunjuk pelaksanaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Mengingat
: 
 1. 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);


 2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);



 3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

 
 4.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);


 5.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);



 6.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Noor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



 8.
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;



 9.
Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4, Seri E.3);



10.
Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007     Nomor 15, Seri E.6);



11.
Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten  Cirebon  Tahun  2011  Nomor 5, Seri C.3).
MEMUTUSKAN

Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 6  TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dinas adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon;
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Kepala Seksi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan dan/atau denda;

12. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetepan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil atau Surat Tagihan Retribusi Daerah;
13. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
14. Masa Retribusi adalah satu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pemberian jasa pelayanan dari Pemerintah Daerah;

15. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan retribusi daerah, surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar, surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan retribusi daerah nihil dan terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi;

16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi;

17. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
18. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi  yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

19. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 2

(1) Dengan nama retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan pengambilan, pengangkutan, pembuangan dan penyediaan lokasi pembuangan/tempat pemrosesan akhir sampah.
(2) Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemeritah Daerah meliputi :

a. Pengembalian/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah; dan

c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. 
(3) Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan yang menerima pelayanan persampahan/kebersihan.

(4) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan persampahan/kebersihan.

(5) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya. 

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 3

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan digolongkan pada retribusi jasa umum.
BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan tempat pengambilan sampah.
BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN 

Pasal 5
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6
(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan STRD.
(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.
Pasal 7
(1) Hasil pungutan persampahan/kebersihan disetor secara bruto ke kas daerah.
(2) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan yang bersangkutan.
(3) Ketentuan mengenai lokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
a. Pemeliharaan TPS dan Landasan Container;

b. Pemeliharaan kendaraan angkutan sampah:
· Pemeliharaan dump truck;

· Pemeliharaan Container.

c. Pemeliharaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah:

· Penyemprotan Lalat;

· Pembersihan kolam leachate;

· Pendozeran.

d. Upah/honor petugas kebersihan.

BAB VII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 8

(1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi.
(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
(3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah          7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
(4) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.

(5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB VII
INSENTIF PEMUNGUTAN 
Pasal 9
(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Pasal 10
(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) secara proporsional dibayarkan kepada :
a. Pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungutan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;

b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;

c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
(2) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 2 dan 3, dapat diberikan dalam hal belum diberlakukannya ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang bersangkutan.
Pasal 11
(1) Instansi pelaksana pemungut retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:

a. Kinerja instansi;

b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;

c. Pendapatan daerah;

d. Pelayanan kepada masyarakat.
(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
(4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang telah ditentukan.

(5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
Pasal 12

(1) Yang dimaksud dengan kinerja tertentu sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan sebagai berikut:
a. sampai dengan triwulan I   : 15% (lima belas per seratus)
b. sampai dengan triwulan II  : 40% (empat puluh per seratus)
c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima per seratus)
d. sampai dengan triwulan IV: 100% (seratus per seratus)

(2) Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas per seratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II.

(3) Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas per seratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.

(4) Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh per seratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.

(5) Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh per seratus), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III.
(6) Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima per seratus), Insentif tidak berikan pada awal triwulan IV.

(7) Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima per seratus), Insentif diberikan pada awal triwulan IV.

(8) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus per seratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.

(9) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus per seratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima per seratus), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Pasal 13
Insentif pemungutan bersumber dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
Pasal 14
(1) Besarnya insentif pemungutan ditetapkan 5% (lima per seratus) dari realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar dalam Tahun Anggaran berkenaan;
(2) Besaran insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.
BAB V

PENATAUSAHAAN RETRIBUSI

Pasal 15
(1) Setiap Petugas mencatat hasil pungutan retribusi persampahan/kebersihan kedalam buku kas harian penerimaan dan disetor ke bendahara penerimaan.
(2) Buku kas harian ditutup setiap akhir bulan, ditandatangani oleh petugas yang yang bersangkutan dan diketahui Kepala Seksi dan Kepala Bidang.
(3) Buku kas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
(4) Buku kas umum ditutup setiap akhir bulan, ditandatangani oleh Kepala Seksi dan diketahui pejabat yang menangani retribusi dalam hal ini Kepala Bidang.
(5) Buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
(6) Petugas retribusi wajib melaporkan pelaksanaan pemungutan retribusi pasar setiap bulan kepada pejabat yang menangani retribusi.
(7) Bentuk, isi dan cara pengisian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
Pasal 16
(1) Setiap penerimaan dan pengeluaran karcis dicatat dalam buku penerimaan dan pengeluaran karcis;

(2) Buku penerimaan dan pengeluaran karcis ditutup setiap akhir bulan, ditandatangani oleh kepala pasar dan diketahui pejabat yang menangani retribusi;

(3) Buku penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dapat diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 18
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 28 Desember 2011  
BUPATI CIREBON


TTD
DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal 29 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,
ttd
       ACHMAD ZAINAL ABIDIN RUSAMSI
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